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Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis terhadap sebuah 
tuntutan keharusan untuk pergantian barang dalam transaksi pemberian fasilitas 
pada rumah Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame Bandar Lampung 
yang dibuat tanpa adanya sebuah akad atau perjanjian sebelumnya. Tuntutan 
tersebut mengakibatkan adanya keterpaksaan dalam hal pembayaran pergantian 
barang dikarenakan para penyewa tidak merasa merusak fasilitas berupa kulkas 
tersebut.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik tuntutan 
fasilitas barang pada Rumah Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame 
Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang praktik tuntutan 
fasilitas barang tersebut. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui bagaimana praktik tuntutan fasilitas barang pada Rumah Kost 
Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame Bandar Lampung dan untuk 
mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang praktik tuntutan fasilitas 
barang tersebut.  
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian lapangan (field research) dengan data primer yang diambil dari sumber 
pertama yang ada dilapangan yaitu praktik pinjam meminjam barang tanpa akad, 
sedangkan data sekunder yang diperoleh dengan jalan melakukan studi 
kepustakaan yaitu: mempelajari, memahami, buku-buku, artikel. Dan kitab-kitab 
fiqih muamalah.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik tuntutan fasilitas barang pada 
Rumah Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame Bandar Lampung 
dimana dalam transaksi tersebut awalnya dilakukan dengan peminjaman sebuah 
kulkas dengan dasar keiklasan dan keridhoan guna untuk menunjang fasilitas dan 
daya tarik penyewa. Namun pemberian pinjaman fasilitas tersebut dilakukan tanpa 
adanya sebuah akad atau perjanjian yaitu keharusan untuk mengganti apabila 
terdapat kerusakan. Setelah berjalannya waktu fasilitas yang diberikan tersebut 
mengalami penurunan kualitas yang disebabkan jarang digunakan sebelumnya, 
umur dari fasilitas yang cukup lama serta tingginya arus listrik. Hal tersebut 
mengakibatkan adanya sebuah tuntutan dengan pergantian barang baru. Tinjauan 
Hukum Islam pada tuntutan fasilitas barang dalam hal ini tidak sesuai dengan 
prinsip akad ariyah atau pinjam-meminjam dalam Islam. Dikarenakan tidak 
adanya sebuah akad yang mengharuskan untuk para penyewa kost mengganti 
apabila terjadi kerusakan. Jika terjadinya sesuatu pada barang pinjaman, 
peminjam tidak berkewajiban untuk mengganti barang tersebut. Namun dalam hal 
ini ariyah yang terjadi berlaku sebagai yad dhamanah, yang artinya peminjam 
wajib bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada barang pinjaman dalam 


























“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 
suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
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A. Penegasan Judul 
Penulis akan menyajikan judul skripsi dengan judul Tinjauan Hukum 
Islam Tentang Tuntutan Fasilitas Barang (Studi Pada Rumah Kost 
Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame Bandar Lampung) untuk 
menghindari kesalahan dalam memahami judul tersebut maka perlu kiranya 
penulis mempertegas dan memberikan penjelasan baik maksud maupun 
istilah-istilah yang terkandung dalam judul di atas secara rinci sehingga dapat 
dimengerti dan diminati untuk dibahas oleh pembaca. Adapun beberapa 
istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan sebagai berikut: 
1. Hukum Islam 
Hukum Islam adalah hukum-hukum Allah SWT yang kewajibannya 
telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Al-Quran atau hukum-hukum 
yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu yang masalah atau 
persoalan baru yang timbul terus menerus harus dicari jawabannya 
melalui ijtihad dan wujudnya dari hasil ijtihad tersebut disebut fiqih.
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Adapun pengertian lain, hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan 
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Siti Mahmudah, Histrorisitas Syariah: Kritik Relasi-Kuasa Khalil Abdul  Karim, 
(Yogyakarta: LkiS, 2016), h. 197.  
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Tuntutan bearasal dari kata dasar tuntut. Sinonim tuntutan adalah 
ultimatum, ancaman, peringatan, klaim, permintaan, permohonan, 




3. Fasilitas  
Fasilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sarana 




4. Barang  
Barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau 
berjasad) seperti alat perkakas rumah, perhiasan, dan sebagainya.
5
 
Berdasarkan beberapa istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa 
maksud judul skrpsi ini adalah tinjauan hukum Islam tentang tuntutan 
atas kerusakan barang yang dipinjam tanpa akad pada rumah kost 
muslimah ulul albab di Sukarame Bandar Lampung. 
B. Alasan Memilih Judul 
Alasan penulis memilih judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang 
Tuntutan Fasilitas Barang (Studi Pada Rumah Kost Muslimah Ulul 
Albab Kelurahan Sukarame Bandar Lampung), yaitu sebagai berikut: 
 




 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, 
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.109 
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1.  Alasan Objektif 
Masalah yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya indikasi 
yang tidak sesuai pada awal kesepakatan pinjam meminjam terhadap 
kerusakan barang yang dipinjam sehingga penelitian ini dianggap perlu 
guna menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam. 
2. Alasan Subyektif  
Berdasarkan aspek pembahasan judul penelitian ini sesuai dengan 
disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas 
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 
C. Latar Belakang Masalah 
Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dari 
pencipta. Jika baik hubungan dengan manusia lain, maka baik pula hubungan 
dengan penciptanya.
6
 Karena itu manusia sangat menekankan kemanusiaan. 
Hukum Islam (syari‟ah) mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan 
berkembang dalam menghadapi soal-soal dunia Islam masa kini. Semangat 
dan prinsip umum hukum Islam berlaku dimasa lampau, masa kini dan akan 
tetap berlaku di masyarakat.
7
 
Dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan manusia dibagi menjadi tiga 
bagian, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer atau 
pokok dalam hal ini meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Untuk 
memenuhi kebutuhan pokok tersebut, selain dengan dilakukannya suatu 
transaksi yang disebut dengan jual beli cara lain yangdapat dilakukan yaitu 
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Faturrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: LogosWacana Ilmu, 1997), h. 71 
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Muhammad Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam,(Yogyakarta: Dana Bhakti 






dengan dilakukannya suatu proses pinjam meminjam atau yang dalam istilah 
muamalah lebih dikenal dengan istilah al-ariyah, proses peminjaman ini 
biasanya dilakukan oleh seseorang dengan keadaan ekonomi menengah ke 
bawah hal ini karena proses pinjam-meminjam dianggap sebagai suatu 
alternatif ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok secara 
kontan. 
Tujuan utama adanya suatu proses pinjam-meminjam adalah untuk 
menolong sesama, sehingga ketika seseorang memberikan pinjaman 
kepadaorang lain dengan tujuan untuk menolong atau membantu sesama 
maka itu akan bernilai ibadah, namun jika pemberian pinjaman tersebut 
bukan didasaridengan adanya keinginan untuk menolong sesama maka 
hukumnya akanberbeda. Sebagaimana yang terjadi pada pemilik Rumah Kost 
Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame, Bandar Lampung dimana 
pemilik kost meminjamkan sebuah kulkas untuk dapat digunakan oleh 
beberapa anak penyewa kostnya dengan tujuan untuk menyimpan berbagai 
sayuran, minuman dan beberapa keperluan lain.  
Tujuan utama pinjam-meminjam atau ariyah yang dilakukan oleh 
pemilik Rumah Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame, Bandar 
Lampung tersebut dilakukan yaitu untuk membantu penyewa kostnya. 
Sebagaimana ayat berikut: 
ا َُ يُّ
َ
أ ِييََٱَيَٰٓ ََْشَعَٰٓئَِرَََّلذ ِا َََْلَُُتِنُّ ِا ٌُ َِٱَءاَو رََٱَوََلََّللذ ُۡ ۡديََٱَوََلََۡۡلََرامََٱلشذ َُ ۡ َۡمَقَلَٰٓئِدََٱَوََلََل












َ َِٱلََعَ َ ٱوَََۡمِبّ ىَٰ َِ ََتلذۡق
َلََعَ ْ ََتَػاَوًُِا ثۡهَِٱَوََل َٱوَََۡمُػۡدَوَِٰنَ ٱوَََۡۡلِ
ْ ُقِا َ َٱتذ ََّللذ ََٱإِنذ َشِديُدََّللذ
 ٢ََۡمػَِقابَِٱ
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi´ar-
syi´ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, 
jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-
binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 
mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan 
dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, 
maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) 
kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari 
Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan 
tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 
Allah amat berat siksa-Nya” 
 
Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa setiap umat muslim untuk dapat 
melakukan tolong menolong yang didasarkan atas keikhlasan dari masing-
masing pihak. Dan setiap muslim dituntut untukselalu berbuat baik kepada 
sesama, dan kebaikan yang dimaksud adalah segala bentuk perbuatan baik 
lahir atau batin yang bertujuan kepada mencari ridha Allah SWT, 
sebagaimana yang dijelaskan dalam ayatAllah SWT bahwa segala bentuk 
perbuatan baik akan dibalas oleh Allahdengan hal yang baik pula.  
Namun transaksi pinjam-meminjam yang dilakukan oleh pemilik 
Rumah Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame, Bandar Lampung 
dengan penyewa kost tersebut tidak dijelaskan dalam akad apa yang menjadi 
hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam memakai barang 
pinjaman tersebut. Sehingga menimbulkan suatu perselisihan dikarenakan 
adanya suatu keharusan untuk pergantian barang pinjaman baru akibat adanya 






disebabkan oleh umur barang, arus listrik yang tidak stabil serta lama pakai 
dari barang ariyah atau pinjaman tersebut.  
Dengan demikian penulis berargumen bahwa tuntutan atas kerusakan 
barang yang dipinjam layak untuk di bahas dengan melihat adanya perintah 
dalam Islam bahwa setiap orang harus melakukan tolong-menolong yang 
harus didasarkan atas keikhlasan dan memenuhi prestasi sebagaimana akad 
atau perjanjian yang telah dibuat. Seperti yang sudah dijelaskan dalam hal ini, 
yang penulis teliti terkait dengan tuntutan atas kerusakan barang yang 
dipinjam tanpa akad, yaitu ketika melakukan proses ariyah atau pinjam-
meminjam yang disertai dengan pemaksaan pergantian barang baru yang 
mengakibatkan keterpaksaan salah satu pihak. 
D. Fokus Penelitian 
Berdasarkan latar belakang di atas bahwa  proses ariyah atau pinjam-
meminjam yang terjadi pada rumah kost terjadi sebagaimana minjam-
meminjam lainnya. Penelitian ini difokus pada Tuntutan Atas Kerusakan 
Barang Yang Dipinjam Tanpa Akad (studi pada Rumah Kost Muslimah Ulul 
Albab Kelurahan Sukarame, Bandar Lampung). Fokus penelitian tersebut 
kemudian dijabarkan menjadi sub fokus sebagai berikut: 
1. Objek penelitian ini adalah pimilik kost yang meminjamkan barang atau 
yang melakukan transaksi ariyah dan yang meminjam barang yaitu 
kulkasdi Rumah Kost Rumah Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan 






2. Batasan masalah pada penelitian ini adalah Praktik Tuntutan Atas 
Kerusakan Barang Pinjaman Tanpa Akad Di Rumah Kost Muslimah Ulul 
Albab Kelurahan Sukarame, Bandar Lampung. 
E. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana praktik tuntutan fasilitas barang pada Rumah Kost Muslimah 
Ulul Albab Kelurahan Sukarame Bandar Lampung? 
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang praktik tuntutan fasilitas 
barang tersebut? 
F. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui praktik tuntutan fasilitas barang pada Rumah Kost 
Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame Bandar Lampung? 
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik 
tuntutan fasilitas barang tersebut ? 
G. Signifikansi Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Secara teoritis, penelitian ini dapat membantu memberikan informasi dan 
pemahaman terkait dengan praktik pinjam meminjam barang yang terjadi 
pada anak kost Muslimah Ulul Albab. Selain itu juga diharapkan menjadi 
stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga pengkajian akan terus 
berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.  
2. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk 






Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan 
Lampung. 
H.  Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara 
bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan 
menganalisa data sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan 
pengertian atas suatu topik atau permasalahan tertentu yang menjadi titik 
fokus utama penelitian.
8
 Secara lebih luas dikatakan bahwah metode 
penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan 
dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang 
disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan 
menyampaikan data-data, sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, 




Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan dari penelitian ini 
maka metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kulitatif 
adalah pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen. metode penelitian 
ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama menyesuaikan metode 
kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kebanyakan jamak. Kedua 
metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti 
dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat 
menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap 
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pola-pola nilai yang dihadapi.
10
 Alasan mengapa menggunakan metode ini 
karena untuk mengkaji praktik pinjam meminjam barang yang sering terjadi 
pada anak kost dengan konsep hukum Islam. 
1. Jenis Penelitian 
Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field 
research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau 
pada responden.
11
 Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan 
metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang 
sedang terjadi dirumah kost mengenai praktik pinjam meminjam barang 
yang terjadi kerusakan. Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini 
juga menggunakan penelitia pustaka (library research), sebagai 
pendukung dalam melakukan penelitian baik berupa buku, catatan, 
maupun laporan hasil penelitian terdahulu.
12
 
2. Sifat Penelitian 
 Menurut sifatnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, 
data yang diperoleh kemudian akan dianalisa deskriptif dengan analisa 
kualitatif yaitu dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang 
bagaimana praktik kerusakan barang yang dipinjam diganti dengan 
barang baru ditinjau dari hukum Islam. 
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3. Data dan Sumber Data 
 Fokus pada penelitian ini yaitu lebih mengarah pada persoalan 
tinjauan hukum Islam tentang tuntutan atas kerusakan fasilitas barang 
yang dipinjam diganti dengan barang baru. Oleh karena itu sumber data 
yang digunakandalan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Data Primer (Primary Data) 
Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh 
secara langsung dari responden atau objek yang diteliti.
13
 Dalam hal 
ini sumber penelitian yaitu dengan wawancara pada pihak yang 
memiliki barang dan yang meminjam barang tersebut. 
b. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 
dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber ini bersifat membantu 
guna menunjang melengkapi dan memperkuat serta memberikan 
penjelasan mengenai sumber data primer.
14
 Dalam penelitian ini 
yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal 
serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang 
dilakukan. 
4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi  
Populasi adalah objek yang akan menjadi target untuk sasaran 
keberlakuan suatu penelitian.
15
 Keseluruah objek yang diteliti yaitu 
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seerti manusia, benda-benda, pola sikap, tingkah laku dan 
sebagainya yang menjadi objek penelitian. Adapun populasi dalam 
objek ini adalah 1 orang pemilik barang (kulkas) dan 8 orang yang 
meminjam. 
b. Sampel  
Sehubung jumlah populasi dalam penelitan ini kurang dari 100 
orang, maka seluruh jumlah populasi dijadikan sebagai objek 
penelitian, sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi.
16
 
Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.
17
 
Maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 9 orang. 
5. Metode Pengumpulan Data 
Sebagai usaha dan langkah dalam penghimpunan data untuk 
penelitian ini maka digunakan beberapa metode, yaitu: 
a. Observasi  
Observasi (pengamatan) adalah cara dan teknik pengumpulan 
data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 
terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.
18
 
Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati praktik pinjam 
meminjam barang dirumah kost Muslimah Ulul Albab  Kelurahan 
Sukarame, Bandar Lampung.  
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b. Wawancara (interview) 
Wawancara (interview) adalah salah satu alat pengumpul data 
yang dilakukan secara langsung dengan narasumber. Adapun 
pengertin lain dari wawancara yaitu kegiatan pengumpulan data 




c. Dokumentasi  
Dokumentasi yang barasal dari kata dokumen yang artinya 
barang-barang tertulis. Jadi dokumentasi adalah teknik pengumpulan 
data apabila observasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen 




6. Teknik Analisa Data  
Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya ialah pengolahan data 
tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Pemeriksaan Data (editing) yaitu memeriksa ulang kelengkapan 
semua data yang diperoleh, kejelasan makna, kesesuaian antara 
data yang ada dan relevansi dengan penelitian.
21
 
b. Organizing yaitu menyusun kembali datayang didapat dalam 
penelitian yang diperlukandalam kerangka paparan yang sudah 
direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.
22
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c. Sistematika Data (sistemazing) yaitu data ini bertujuan untuk 
menentukan, menempatkan data yang menurut kerangka 
sistematika bahasa bardasarkan urutan masalah.
23
 Dengan cara ini 
dapat dikelompokan data yang telah diedit kemudian diberi tanda 
dan urutan masalah. 
7. Metode Analisa Data 
Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah di 
tentukan, maka langkah selanjutnya adalah menghimpun dan mengolah 
data yang sudah terkumpul dengan cara mengklarifikasikan data semua 
jawaban untuk di analisis. Data yang diperoleh di lapanagan dianalisa 
dengan menggunakan teknik analisa kualitatif. Teknik analisa kualitatif 
yaitu di gambarkan dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-
pisahkan menurut kategori untuk diambil suatu kesimpulan. 
Dalam menarik kesimpulan penulisin menggunakan metode 
berfikir deduktif, berfikir deduktif yaitu metode analisa data dengan 
cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut, kemudian di tarik 
kesimpulan yang bersifat khusus. 
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A. Kajian Teori 
1. Akad Dalam Islam  
a. Pengertian Akad )اَلَعْقُد) 
Menurut bahasa “akad” )العقد) jamaknya al-„uqud (  (الُعقُْودٌ 
mempunyai dua pengertian, yakni secara hissi dan ini merupakan makna 
asal akad yang berarti menguatkan (  Kebalikannya .(الربط) mengikat ,(الشدٌ 
adalah berarti melepaskan (  Dan secara maknawi, dan ini .(الَحلٌ 
merupakan makna kiasan yang dipinjam dari makna asli, yang berarti 




Istilah akaddalam hukum Indonesia adalah perjanjian yang terdapat 
beberapa definisi dari akad itu sendiri: 
1) Menurut Pasal 262 Mursyid al-Hairan,akad merupakan pertemuan  
yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain 
yang menimbulkan akibat hukum padan objek akad. 
2) Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. akad adalah pertemuan ijab 
dan qabulsebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk 
melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.
25
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3) Adapun makna akad secara syar‟i yaitu “Hubungan antara ijab dan 
kabul dengan cara yang dibolehkan oleh syari‟at yang mempunyai 
pengaruh secara langsung.” Ini artinya bahwa akad termasuk dalam 
kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara‟ 
antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya 
yang kemudian dua keinginan itu dinamakan ijab dan kabul.
26
 
4)  Jika terjadi ijab dan kabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka 
syara‟ akan menganggap ada ikatan diantara keduanya dan akan 
terlihat hasilnya pada barang yang diakadkan dari kondisi pertama 
kepada kondisi baru. Dibatasinya makna ikatan harus dalam bentuk 
yang diperbolehkan oleh syariat.
27
 
Maka dari itu dapat dikatakan bahwa akad itu sendiri adalah suatu 
ikatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam melakukan suatu 
perjanjian atau suatu kegiatan yang mana akad tersebut akan mengikat 
kedua belah pihak sampai batas waktu yang ditentukan dalam akad. 
b.  Dasar Hukum Akad 
Firman Allah SWT berikut ini: 
                         
                         
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad itu. Dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 
kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan 
berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya 
Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-
Nya.” ( Q.S Al-Maidah (5): 1). 
 




َن ََيۡتنَُؼ َٰ ۡحَصُيََحتذ
َ
َن ََِۥَِِۚهَ َْة ۡوفُِا
َ
دَِ ٱَون ُۡ َۡمَػ
َ دََٱإِنذ ُۡ َََُٔكَنََوۡسََۡمَػ ٣٤َََِلا
 
Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali 
dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa 
dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta 
pertanggungan jawabnya”( Q.S Al-Isra‟(17): 34) 
 
c.  Rukun dan Syarat Akad 
1) Rukun Akad 
Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga 
sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang 
membentuknya. Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau 
rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam 
kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:  
a) Para pihak yang membuat akad (al-„aqidan) 
Para pihak yang membuat akad harus mempunyai 
kemampuan dan kewenangan untuk melakukan akad. 
b) Pernyataan kehendak para pihak (shigatul-„aqd), 
“Ijab adalah permulaan penjelas yang keluar dari salah seorang 
yang berakad sebagai gambaran kehendak dalam mengadakan 
akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak 





akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak 




 “Rukun akad menurut kalangan Hanafiyah adalah  sighat 
aqad, yaitu ijab dan kabul karena hakikat dari akad adalah 
ikatan antara ijab dan kabul. Sedangkan Rukun aqad menurut 
Jumhur Fuquha‟ selain Hanafiyah  terbagi menjadi tiga yaitu 
aqidain (dua orang berakad), ma‟aqud alaih (objek akad) dan 




c) Objek akad (mahallul-„aqd) 
Objek akad(Ma‟uqud „alaih) disyaratkan bahwa: “... dapat 
ditentukan dan dapat ditransaksikan (dapat dikuasai dan 
dimiliki)…” Jika ada suatu akad seperti jual beli tapi objek akad 
tidak bisa dikuasai seperti akad terhadap sesuatu yang tidak ada, 
Objek yang diakadkan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad. 
Bermanfaat, baik manfaat yang akan diperoleh berupa materi 
maupun immateri. 
d) Tujuan akad (maudhu‟ al-„aqd). 
Maksud para pihak ketika membuat akad. Dengan 
keharusan akad yang dibuat harus sejalan dengan kehendak 
syara‟.  
2) Syarat Akad 
Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad 
(perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi syarat akad 
yang dibedakan menjadi empat macam yaitu:
30
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a) Syarat terbentuknya akad (syuruth al- in‟iqad) antara lain: 31 
(1) Tamyiz, 
(2) Berbilang pihak (at-ta‟adud), 
(3) Persesuaian ijab dan qabul (kesepakatan) 
(4) Kesatuan majelis akad, 
(5) Objek akad dapat diserahkan, 
(6) Objek akad tertentu atau dapat ditentuakan, 
(7) Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda 
bernilai dan dimiliki/mutaqawwin dan mamluk), 
(8) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara‟. 
b) Syarat-Syarat Keabsahan Akad (Syuruth ash-Shihhah) 
Untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat 
terbentuknya akad memerlukan unsur-unsur penyempurn yang 
menjadikan suatu akad sah, unsur sahnya suatu akad itu disebut 
syarat penyempurnaan suatu akad. Syarat-syarat keabsaahan 
akad dibedakan menjadi dua macam yaitu: 
(1) Syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad 
atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad. 
(2) Syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-
masing aneka akad khusus. 
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c) Syarat Berlakunya Akibat Hukum (Syuruth an-Nafadz) 
Untuk dapat dilakukannya akibat hukumnya, akad yang 
sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat 
hukum, yaitu: 
(1) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, terpenuhinya 
dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas objek 
bersangkutan, atau mendapat kuasa dari pemilik, dan pada 
objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain seperti objek 
yang sering digadaikanatau disewakan. 
(2) Adanya kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi dengan 
para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak 
hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang 
dilakukannya. 
d) Syarat Mengikatnya Akad (Syarthul-Luzum) 
Pada asasnya akad yang telah memnuhi rukunnya serta 
syarat terbentuknya, syarat keabsahannya dan syarat hukumnya 
akibat hukum yang karena itu akad tersebut sah dan dapat 
dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan 
tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya 






Secara global akad harus terhindar dari enam macam „aib: 
1) Ketidak jelasan (Jahalah) 
Ketidak jelasan yang dimaksud disini adalah ketidak jelasan 
yang mendatangkan perselisihan yang sulit di selesaikan. Ketidak 
jelasan ada empat macam, yaitu:
32
 
a. Ketidak jelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, 
macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli 
b. Ketidak jelasan harga 
c. Ketidak jelasan masa (tempo) seperti dalam harga yang 
diangsur, atau dalam khiyar syarat. Dalam hal ini harus 
jelas jika tidak jelas maka akad menjadi batal 
d. Ketidak jelasan dalam langkah-langkah penjaminan.  
2) Pemaksaan (Al-Ikrah) 
Pemaksaan adalah mendorong oranng lain yang dipaksa 
untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. 
Paksaan ada dua macam:
 33
 
a. Paksaan absolut yaitu paksaan dengan ancaman yang 
sangat berat. 
b. Paksaan relatif yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih 
ringan. 
Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap 
jual beli, yakni menjadikan jual beli yang fasid menurut 
jumhur Hanafiah dan  mauquf menurut Zufar.
34
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3) Pembatasan dengan Waktu (At-Tauqit) 
Jual beli dengan pembatasan waktu hukumnya fasid, 
karena kepemilikan atas suatu barang tidak bisa dibatasi 
waktu.  
4) Penipuan (Al-Gharar) 
Gharar yang dimaksut disini adalah gharar (penipuan) 
dalam sifat barang.  
5) Kemudharatan (Adh- Dharar) 
Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang 
yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan 
memasukan kemudharatan kepada penjual, dalam barang 
selain objek akad. 
6) Syarat yang merusak 
Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu 
pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam 
syara‟ dan adat kebiasaan atau tidak dikehendaki oleh akad, 
atau tidak selaras dengan tujuan akad.
35
 
Menurut Prof. Dr. Fathurahman Djamil,  
“Dalam pembuatan perjanjian bisnis harus memperhatikan 
beberapa hal yang berkaitan dengan waktu perjanjian, bahwa 
baik bermula atau berakhirnya perjanjian, jangka waktu 
angsuran, dan berakhirnya harus diketahui dan disepakati oleh 
para pembuat akad. Tidak boleh berubah di tengah atau ujung 









perjalanan pelaksanaan kesepakatan kecuali hal itu disepakati 




d.  Macam-Macam Akad 
Para ulama fiqh mengemuukakan bahwa akad itu bisa dibagi 
jika dilihat dari berbagai segi keabsahannya menurut syara‟, maka 
akad terbagi dua, yaitu: 
1) Berdasarkan sifat akad secara syariat dibagi menjadi 2 yaitu: 
a) Akad Sahih, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-
syaratnya. Hukum dari akad sahih ini adalah berlakunya seluruh 
akibat hukumyang ditimbulkan akad itudan mengikat bagi 
pihak-pihak yang berakad. Akad yang sahih ini dibagi lagi oleh 
ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu: 
(1) Akad yang nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad 
yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya 
dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya. 
(2) Akad mawquf, yaitu akad dilakukan seseorang yang cakap 
bertindak hukum, tetapi ia tidak memmiliki kekuasaan untuk 
melangsungkan dan melaksanakan akad itu, seperti akad 
yang dilakukan oleh anak kecil yang telah mumayiz.
37
 
b) Akad yang tidak sahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan 
pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat 
hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak 
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yang berakad. Kemudian ulama Hanifiyah membagi akad yang 
tidak sahih ini menjadidua macam yaitu: 
(1) Akad yang batil, suatu akad dikatakan batil apabila akad itu 
tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan 
langsung dari syara‟. 
(2) Akad fasid menurut mereka adalah suatu akad yang pada 




2) Berdasarkan bernama atau tidaknya akad terbagi menjadi: 
a) Akad Musamanah 
Yaitu akad yang ditetapkan nama-namanya oleh syara‟ dan 
dijelaskan pula hukum-hukum, seperti: bai‟, ijarah, syirkah, 
hibah, kafalah, wakalah, dan lain sebagainya. 
b) Akad Ghairu Musamanah 
Yaitu akad yang tidak ditetapkan nama-namanya oleh 
syara‟ dan tidak pula dijelaskan hukum-hukumnya, akad muncul 
karena kebutuhan manusia dan perkembangan kehidupan 








Rozalinda, Fikih Ekonomi Dyariah “Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan 





3) Berdasarkan Motifnya 
Berdasarkan motifnya akad dibagi menjadi: 
a) Akad Tijarah 
Yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut for profit 
transaction. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari 
keuntungan, karena ini bersifat komersil. Seperti jual beli, upah 
mengupah dan lain sebainya. 
b) Akad Tabarru‟ (gratutions contract) 
Yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut non for 
profit transaction (transaksi nirbala). Akad tabarru‟ dilakukan 
atas dasar tolong-menolong dalam rangka kebaikan. Dalam akad 
tabarru‟ pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak 
mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan 
akad tabarru‟ adalah dari sisi Allah SWT bukan dari manusia. 
Seperti qard, wad‟ah, rahn, kafalah, dan lain sebagainya.
40
 
4) Berdasarkan Sifat Benda  
Berdasarkan sifat bendanya akad terbagi menjadi: 
a) Akad „ainiyah 
Yaitu akad yang untuk kesempurnaannya dengan 
menyerahkan barang yang diakadkan, seperti hibah, ariyah, 
rahn dan lain sebagainya. 
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b) Akad Ghairu „ainiyah 
Yaitu akad yang hasilnya semata-mata akad. Akad ini 
disempurnakan dengan tepatnya sighat akad. Menimbulkan akad 
tanpa butuh serah terima barang. mencakup seluruh akad selain 
akad ainiyah, seperti akad amanah.
41
 
5) Berdasarkan Unsur Tempo Dalam Akad 
Berdasarkan unsur tempat dalam akad dibagi menjadi: 
a) Akad al-zamani (akad bertempo) 
Yaitu akad yang didalamnya unsur waktu merupkan unsur 
asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi 
perjanjian. Termasuk dalam kategori ini, seperti akad upah 
sewa-menyewa, akad penitipan dan akad pinjam meninjam. 
Yang kesemuanya memerlukan perjanjian atas lamaya suatu 
pinjaman atau titipan atau sewa. 
b) Akad al-fairui (akad tidak bertempo) 
Yaitu akad dimana unsur tidak merupakan waktu tidak 
merupakan bagian dari suatu perjanjian. Seperti jua beli yang 




e.  Asas Berakad Dalam Islam 
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas berasal dari bahasa 
Arab asasun yang berarti dasar, basis dan fondasi. Fundamen (alas, 
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dasar) bangunan, asal, pangkal, dasar, alasan fundamental dan prinsip. 
Prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, 
bertindak, dan sebagainya. 
43
 Dimana asas berakad dalam Islam antara 
lain:  
1) Asas Ilahiah 
 Asas ilahiah, menurut Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung dibagi 
kepada dua bagian, yaitu Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Rububiyah. 
Tauhid uluhiyah yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran 
bahwa seluruh yang ada di bumi dan langit adalah milik-Nya, 
sedangkan Tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwa Allah yang 
menentukan rezeki untuk segenap makhluk-Nya Dia pulalah yang 




2) Asas Kebebasan (Al-Hurriyah) 
 Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah 
(berakad) pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan 
untuk membuat perjanjian (freedom of making contract), baik dari 
segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan 
lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi 
sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasungan kebebasan bagi 
para pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian 
yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah. 




Warkum Sumitro, Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di 





Landasan asas ini yakni Q.S Al-Baqarah (2): 265; Al-Maidah (5): 1; 
Al- Hijr (15): 2; Ar-Run (30): 95; An-Nisa‟ (4): 33 dan 72. Firman 
Allah SWT yang berbunyi:  





ََفَ ََواةِٞل ا َُ َصاَب
َ






Artinya: “Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan 
hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk 
keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang 
terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, 
Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. 
jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis 
(pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu 
perbuat.” (Q.S Al-Baqarah (2): 265.) 
 
3) Asas Persamaan atau Kesetaraan (Al-Musawah)  
 Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa 
seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya.  
Seperti Firman Allah SWT berikut ini: 




آٌءَۚن َِ ۡهَفِيٍََِش ُُ ۡهََف ُُ ٌُ َٰ يَۡم
َ
ََواََمنََكۡجَأ َٰ َِٱلََعَ  ٧١ََيَۡحُدوَنََّللذ
 
Artinya: “Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian 
yang lain dalam hal rezki, tetapi orang yang dilebihkan 
(rezekinya itu) tidak mau memberikan rezekinya kepada 
para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka 







 Hal ini menunjukkan, bahwa diantara sesama manusia 
masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, 
antara manusia satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi 
atas kekurnagan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh 
karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk 
menentukan hak dan kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman 
yang dilakukan dalam perikatan tersebut. 
4) Asas Keadilan (Al-„Adalah)  
 Dalam Firman Allah Q.S Al-Hadid (57): 25 disebutkan bahwa 




ََۡۡلَّيَِنَٰجَِٱرُُشنَ ُه ُُ ََوَػ ًَزۡۡلَا
َ
َِمََلِۡىزَيانََٱوَََۡمِكَتََٰبَٱَون ِۡلَُق





َُٱ هََُّللذ ٍََُۥَويَيٌَُُصُ ََِۥَورُُشنَ ََٱإًِذََۡمَغۡيِبَ ٱة َغَََّللذ ٢٥ََزِيٞزَوَِِيٌّ
 
Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami 
dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami 
turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) 
supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.”( Q.S Al-
Hadid (57): 25) 
 
 Adil adalah salah satu sifat Allah SWT. Yang seringkali 
disebutkan dalam Al-Qur‟an, bersikap adil sering kali Allah SWT 
tekankan pada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil lebih 







أ ِييََٱَيَٰٓ ٌَََُّلذ ََِءاَو َة َدآَء َُ َُش ِ َّلِلذ َِٰونَي َوَوذ
ْ َُكًُِِا ْ ٌذُكۡهََۡمقِۡصِطَ ٱِا َََيۡرَِو َوََل
َََٔشَنَ ْۚ ََتۡػِدلُِا َلذ
َ
َأ َٰٓ ٍ َلََعَ ِۡ َْٱاُنَوَ ىَٰ َوَََۡغِدلُِا َِ ۡق وَۡرُبَلِنخذ
َ
َن َِ َْٱَُ ُقِا َۚٱتذ َ ََّللذ ََٱإِنذ َّللذ
ةَِىاََتۡػَىنَُِنَ َُۢ ٨َََختُِي
 
Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi 
orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena 
Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-
kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong 
kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena 
adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah 
kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 
apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Maidah (5): 8) 
 
 Sikap adil harus selalu tercermin dalam perbuatan muamalat. 
Oleh karena itu. Isalam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan 
sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini 
disebutkan juga dengan kezaliman. 
 Penangguhan pembayaran utang bagi mereka yang mampu 
adalah suatu perbuatan yang zalim pula, karena ia telah mengingkari 




5) Asas Kerelaan (Al-Ridha) 
 Dalam Firman Allah Q.S An-Nisa‟ (4): 29, dinyatakan bahwa 
segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau 
kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, 
paksaan, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil 
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أ ِييََٱَيَٰٓ َََِّلذ َة ٌَُكه َةَۡي ُكه
َٰمَ ۡوَو
َ
َن ْ ِٓا ُلنُ
ۡ





َن ْ ِٓا ََتۡقُخنُ ََوََل َّوٌُِكۡهۚ َحََراٖض ََغي َحَِجََٰرةً ََٱَِن ََكَنََّللذ
اَ ٢٩ََةُِكۡهَرَِحيىا
 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 
dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.” (QS An-Nisa‟(4): 29) 
 
 Ayat di atas menunjukkan, bahwa dalam melakukan suatu 
perdagangan haendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. 
Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, perdagangan 
misalnya dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini 
terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukaarela ini 
menunjukkan keikhlasan dan ikhtikad para pihak. 
6) Asas kejujuran dan Kebenaran (Ash-Shidiqi) 
 Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia 
dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan 
muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perkatan, maka 
akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika ketidak 
jujuran ini tidak diterapkan dalam peikatan, akan menimbulkan 











ةََٱَون َِٰ نَ َلبذ
َ ةََٱَوَءاتنَِي َِٰ َك ََلزذ ِظۡػَي
َ
ََٱَون ََۥََٓۚورَُشَِلََُّللذ َيُرِيُد َىا َُٱإِنذ ََغٌُكُهََّللذ ِۡلُۡذََِب
َلََلرِّۡجَسَٱ َۡ
َ
ََُِۡۡلَۡيجَِٱن َِرُمۡهََتۡع ُّ  ٣٣ََايَاَويَُع
 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada 
Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar” (Q.S Al-
Ahzab (33): 70) 
 
 Perbuatan muamalah dapat dikatakan benar apabila memiliki 
manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan ddan juga bagi 
masyarakat dan lingkungannya. Adapun perbuatan-perbuatan 
muamalat yang mendatangkan mudarat adalah dilarang. 
7) Asas Tertulis (Al- Kitabah)  
 Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu 
perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan 
diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan 
yang menjadi saksi. Selain itu dianjurkan pula bahwa apabila suatu 
perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dipegang suatu benda 
sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi, dan/atau benda jaminan 
ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.
46
 
 Menurut Hukum Ekonomi Syariah, bahwa akad dilakukan 
berdasarkan asas-asas sebagai berikut:
47
 
a) Iktiyari/Sukarela,  
b) Amanah/Menepati janji, 
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c) Ikhtiyati/Kehati-hatian,  
d) Luzum/Tidak Berubah,  
e) Saling Menguntungkan,  
f) Taswiyah/Kesetaraan,  
g) Transparansi,  
h) Kemampuan,  
i) Taisir/Kemudahan,  
j) Ikhtikad baik  
k) Sebab yang Halal. 
f.  Berakhirnya Akad 
Sebab-sebab yang menjadikan berakhirnya akad terbagi kepada 
dua bagian, yaitu karena kehendak orang yang berakad (ikhtiyariyah) 
dank arena darurat (dharuriyah). 
1) Sebab ikhtiyariyah 
 Yang termasuk ke dalam sebab tersebut adalah fasakh, iqalah, 
dan berakhirnya waktu atau pekerjaan yang telah ditentukan dalam 
akad, seperti dalamsewa-menyewa atau upah-mengupah (ijarah). 
2) Sebab Daruriyah 
 Yang termasuk ke dalam sebab daruriyah tersebut di antaranya 
adalah sebagai berikut: 
a) Rusaknya objek akad (ma‟qud „alaih), seperti dalam akad sewa-
menyewa atau upah-mengupah (ijarah) dengan rusaknya 





bisa dimanfaatkan. Begitu juga rusaknya benda yang akan 
dipinjamkan dalamakad „ariyah dan rusak benda yang dititpkan 
dalam akad wadi‟ah atau hilangnya modal dalam akad syirkah. 
b) Berakhirnya akad karena peristiwa yang tidak diduga, seperti 
karena meninggal dunia satu pihak atau keduanya, atau karena 
adanya udzur yang tidak memungkinkan dapat melanjutkan akad 
dengan sempurna. 
c) Dirampas (ghasab) atau dicuri objek akad oleh orang lain.48 
2.   Pinjam-Meminjam (Ariyah) 
a. Pengertian Ariyah 
Menurut etimologi, ariyah adalah (الَعاريَة)  diambil dari kata ( )َعارَ 
yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, ariyah 
berasal dari kata  ( َُعاُور (الت َّ  yang sama artinya dengan  ( َُناُوب َناُوُُلَوِالت َّ ( الت َّ (saling 
menukar dan mengganti), yakni dalam disi pinjam-meminjam.
49
 Pinjam-
meminjam diartikan memberikan sesuatu yang halal kepadaorang lain 
untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusakzatnya, agar dapat 
dikembalikan zat barang itu.
50
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1) Menurut Hanafiyah: Memilikan manfaat secara cuma-Cuma. 
2) Menurut Malikiyah: Memilikan manfaat dalam waktu 
tertentudengan tanpa imbalan. 
3) Menurut Syafi‟iyah: Kebolehan untuk mengambil manfaat dari 
seseorang yang membebaskannya yang mungkin untuk dapat 
dimanfaatkan serta tetap mendapatkan zat barangnya supaya dapat 
dikembalikan kepada pemiliknya. 
4) Menurut Hanabilah: Kebolehan untuk dapat memanfaatkan suatu 
zat barangtanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.
51
 
Ariyah adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain 
untuk diambil manfaat atas benda tersebut, dengan ketentuan 
dikembalikan setelah selesai digunakan kepada pemiliknya dan pada saat 




Akad ini berbeda dengan hibah, karena ariyah dimaksudkan untuk 
mengambil manfaat dari suatu benda, sedangkan hibah mengambil zat 
benda tersebut. Pengertian pertama memberikan makna kepemilikan 
sehingga peminjam dibolehkan untuk meminjamkan kepadaorang lain. 
Adapun pengertian kedua memberikan makna kebolehan, sehingga 
peminjam tidak boleh meminjamkan kembali barang pinjaman kepada 
orang lain demi terciptanya kegiatan pinjam-meminjam secara benar 
yang sesuai dengan prinsip dan tujuan Ekonomi Islam. 
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Ekonomi Islam mempunyai tujuan memberikan keselarasan bagi 
kehidupan di dunia. Hal ini karena nilai Islam tidak hanya untuk 
kehidupan muslim, tetapi untukseluruh makhluk hidup di muka bumi. 
Esensi prosesekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia 
yang berlandaskan nilai-nilai Islam untuk mencapai pada tujuan agama 
(falah). Ekonomi Islam manjadi rahmat seluruh alam yang tidak 
terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politikdari bangsa.
53
 
b. Dasar Hukum Ariyah 
1) Al-Quran 
Salah satu ayat yang dijadikan sebagai dasar hukum al-ariyah 
adalah sebagai berikut: 
ا َُ يُّ
َ
أ ِييََٱَيَٰٓ َََّلذ ََْشَعَٰٓئَِر ِا َُُتِنُّ َََْل ٌُِا َِٱَءاَو ََّللذ رََٱَوََل ُۡ ََۡۡلََرامََٱلشذ ۡديََٱَوََل َُ ۡ َوََلََل
ََۡمَقَلَٰٓئِدََٱ ََءآّوِنَي َِإَوذَاََۡۡلََرامََٱۡۡلَۡيخََٱَوََلٓ ۚ ًاا َٰ ََورِۡضَو ُِۡه ِ بّ َرذ َّوِي
َفَۡضٗلا يَۡبَخُغَِن
َفََ َْۚۡصعََٱَحنَۡنُخۡه ََشَنََََلَوَََاُدوا ٌذُكۡه ََغِئََََيۡرَِو وُمۡه ََصدُّ ن
َ
َن  ٍ ِۡ َوَ اُن
ََۡۡلََرامَِٱلَۡىۡصِجدَِٱ َلََعَ ْ ََوَتَػاَوًُِا ْْۘ ََتۡػَخُدوا ن
َ
َِٱن َ ٱوَََۡمِبّ ىَٰ َِ ََتلذۡق
َلََعَ ْ ََتَػاَوًُِا َوََل
ثۡهَِٱ َٱوَََۡمُػۡدَوَِٰنَ ٱوَََۡۡلِ
ْ ُقِا َ َٱتذ ََّللذ ََٱإِنذ ٢َََۡمػَِقابَِٱَشِديُدََّللذ
َ
Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu 
kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. 
(QS. Al-Maidah (5): 2) 
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ََۡمَػۡدِل َٱن ََٱإِنذ َيَػُِظُكهَةٍََِِّللذ ا ًَِػِىذ ََۦّٓۗٞ ََٱإِنذ اََّللذ ُۢاَةَِبيا ََشِىيَػ ََكَن
٥٨ََ
 
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 
apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 
Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS. An-
Nisa (4): 58) 
 
Ayat tersebut menjelaskna bahwa setiap muslim dituntut untuk 
selalu berbuat baik kepada sesama, dan kebaikan yang dimaksud 
adalah segala bentuk perbuatan baik lahir atau batin yang bertujuan 
kepada mencari ridha Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 
Allah bahwa segala bentuk perbuatan baik akan dibalas oleh Allah 
dengan hal yang baik pula, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 
berikut: 
 
ََوُۡلَ َٰػَِتادِ ِييََٱَي َََّْلذ ِا ٌُ َْٱَءاَو ِا ُق ََِتذ َلِّلذ ََِربذُكۡهۚ ََهَِٰذه َِِْف ِا ٌُ ۡحَص
َ
َن ۡنَياٱيَي َّۗٞدلُّ َحَصٌَثٞ
ۡرُضَ
َ




Artinya: “Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang beriman. 
bertakwalah kepada Tuhanmu". orang-orang yang 
berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. dan 
bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya 
orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan 
pahala mereka tanpa batas.”(QS. Az-Zumar (39): 10) 
 
Berdasarkan beberapa ayat di atas, dapat diketahui bahwa 





selama hal itu bertujuan untuk menolong sesama, namun bisa saja 
menjadi wajib jika dalam keadaan darurat dan kepada orang yang 
memang benar benar mebutuhkan, seperti meminjamkan pisau untuk 
menyembelih binatang yang hampir mati, namun memberikan 
pinjaman juga bisa menjadi haram jika barang yang dipinjamkan 
tersebut diketahui akan dipergunakan untuk hal yang tidak baik atau 
mencelakakan orang lain. 
2) Hadits 
Hadits terkait tentang ariyah: 
اِس يُرِْيُد اََداَء َىا اَدَّى اهللُ َعْنُو َوَمْن َاَخَذ يُرِْيُد اِْتالَ َمْن َاَخَذ اَْمَواَل النَّ 
54فَ َها اَتْ َلَفُو اهلل )رواه البخارى(  
Artinya: “Siapa yang meminjam harta manusia dengan kehendak 
membayarnya, maka Allah akan membayarnya, barang 
siapa yang meminjam hendak melenyapkannya, maka 
Allah akan melenyapkan hartanya.”(Riwayat Bukhari) 
 
Para Imam Madzhab sepakat peminjaman barang (ariyah) 
merupakan ibadah yang disunahkan serta diberi pahala. 
c. Rukun Dan Syarat Ariyah 
1) Rukun Ariyah 
Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun ariyah hanyalah 
ijab dari yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukan 
merupakan rukun ariyah. Menurut ulama Syafi‟iyah, dalam ariyah 
disyaratkan adanya lafazh sighat akaf, yakni ucapan ijab dan qabul 
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dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi 
sebab memanfaatkan milik barang bertangggung tanpa adanya izin.
55
 
Secara umum, jumhur ulama fiqih menyatakan bahwa rukun 
ariyah ada empat, yaitu:
56
 
a) Mu‟ir (yang meminjam) 
b) Musta‟ir (yang meminjamkan) 
c) Mu‟ar (barang yang dipinjam) 
d) Shighat, yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk 
mengambil manfaat, baikdengan ucapan maupun perbuatan. 
2) Syarat Ariyah 
Ulama fiqih mensyaratkan dalam akad ariyah sebagai berikut: 
a) Mu‟ir Berakal Sehat 
Dengan demikian, orang gila dan anak kecil yang tidak 
berak
i
al tidak dapat meminjamkan barang. Ulama hanafiah tidak 
mensyaratkan sudah baligh, sedangkan para ulama lainnya 
menambahkan bahwa yang berhak meminjamkan adalah orang 
yang dapat berbuat kebaikan kehendaknya, tanpa dipaksa, bukan 
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b) Pemegangan Barang Oleh Peminjam 
Ariyah adalah transaksi dalam berbuat kebaikan, yang 
dianggap sah memegang barang pinjaman, seperti halnya dalam 
hibah. 
c) Barang (musta‟ar) dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya 
Jika musta‟ar tidak dapat dimanfaatkan, akad tidak sah. 
Para ulama telah menetapkan bahwa ariyah dibolehkan 
terhadap setiap barang yang dapat diambil manfaatnya dan tanpa 
merusak zatnya, seperti meminjamkan tanah, pakaian, binatang, 
dan lain lain. 
Meminjam senjata dan kuda kepada musuh hukumnya 
haram, demikian juga diharamkan meminjamkan Al-Quran atau 
yang berkaitan dengan Al-Quran kepadaorang kafir, juga 
dilarang meminjamkan alat berburu kepada orang yang sedang 
ihram. 
d) Barang yang dipinjamkan itu harus secara langsung dapat 
dikuasai oleh peminjam. 
Para ulama telah menetapkan bahwa ariyah dibolehkan 
terhadap setiap barang yang dapat diambil manfaatnya dan tanpa 
merusak zatnya, seperti meminjamkan tanah, pakaian,binatang, 
dan lain-lain. Meminjam senjata dan kuda kepada musuh 
hukumnya haram, demikian juga diharamkan meminjamkan Al-





Juga dilarang meminjamkan alat berburu kepada orang yang 
sedang ihram. 
e) Barang yang dipinjamkan itu harus secaralangsung dapat 
dikuasai oleh peminjam 
Dalam akad atau transaksi ariyah pihak peminjam harus 




d. Hukum Ketetapan Akad Ariyah 
1) Dasar Hukum Ariyah 
Menurut kebiasaan (urf), ariyah dapat diartikan dengan dua 
cara, yaitu secara hakikat dan secara majaz. 
a) Secara Hakikat 
Ariyah adalah meminjamkan barang yang dapat untuk  
diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. Menurut Malikiyah 
dan Hanafiyah, hukumnya adalah manfaat bagi peminjam 
tanpa ada pengganti apapun, atau peminjam memiliki sesuatu 
yang memaksa dengan manfaat menurut kebiasaan.
58
 
Al-Kurkhi, ulama Syafi‟iyah, dan Hanabilah berpendapat 
bahwa yang dimaksud dengan ariyah adalah kebolehan untuk 
untuk mengambil manfaat dari suatu benda. 
Berdasarkan perbedaan di atas, dapat disimpulkan bahwa 
golongan pertama, barang yang dipinjam (musta‟ar) boleh 
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dipinjamkan kepada orang lain, bahkan menurut Imam Malik, 
sekalipun tidak diizinkan oleh pemiliknya asalkan digunakan 
sesuai fungsinya. Akan tetapi, ulama Malikiyah melarangnya 
jika peminjam tidak mengizinkannya. 
Alasan ulama Hanafiyah antara lain bahwa yang 
memberi pinjaman (mu‟ir) telah memberikan hak penguasaan 
barang kepada peminjam untuk mengambil manfaat barang. 
Kekuasaan seperti itu berarti kepemilikan. Dengan demikian, 
peminjam berkuasa penuh untuk mengambil manfaat barang 
tersebut, baik oleh dirinya maupun orang lain. 
Menurut golongan kedua, pinjam-meminjam atau ariyah 
hanya sebatas pengambilan manfaat saja maka tidak boleh 
meminjamkan lagi kepada orang lain, seperti halnya seorang 
tamu yang tidak boleh meminjamkan sebuah makanan yang 
dihidangkan untuknya kepada orang lain. 
Golongan pertama dan kedua sepakat bahwa peminjam 
tidak memiliki hak kepemilikan sebagaimana pada gadai 
barang. Akad pinjaman statusnya tidak mengikat, maka barang 
yang dipinjam kemudian dijaminkan, maka pinjaman yang ada 
batal. Menurut golongan kedua, peminjam hanya berhak 
memanfaatkannya saja dan tidak memiliki bendanya. Adapun 
menurut golongan pertama, gadai adalah akad yang lazim 





dibolehkan, tetapitidak lazim. Dengan demikian, peminjam 
tidak memiliki hak kepemilikan, sebagaimana pada akad lazim 
sebab hal itu akan mengubah tabiat ariyah. Selain itu, 
peminjam pun tidak boleh menyewakannya.
59
 
b) Secara Majazi 
Ariyah secara majazi adalah pinjam-meminjam benda-
benda yang berkaitan dengan takaran, timbangan, hitungan, 
dan lain-lain, seperti telur,uang, dan segala benda yang dapat 
diambil manfaatnya, tanpa merusak zatnya. ariyah pada benda 
benda-benda tersebut harus diganti denganbenda yang serupa 
atau senilai. 
Walaupun termasuk ariyah, tetapi merupakan ariyah 
secara majazi, sebab tidak mungkin dapat dimanfaatkan tanpa 
merusaknya. Oleh karena itu,sama saja antara memiliki 
kemanfaatan dan kebolehan untuk memanfaatkanya. 
60
 
2) Hak Memanfaatkan Barang Pinjaman (Musta’ar) 
Jumhur ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa musta‟ar 
dapat mengambil manfaat barang sesuai dengan izin mu‟ir (orang 
yang memberipinjaman). 
Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kewenangan 
bahwa kewenangan yang dimiliki oleh musta‟ar bergabung pada 
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jenis pinjaman, apakah mu‟ir meminjamkannya secara terikat 
(muqayyad )atau mutlak. 
a) Ariyah mutlak  
Ariyah mutlak, yaitu pinjam-meminjam barang yang dalam 
akadnya (transaksi) tidak dijelaskan persyaratannya hanya untuk 
peminjam saja atau dibolehkan orang lain,atau tidak dijelaskan 
cara penggunaannya. 
b) Ariyah muqayyad 
Ariyah muqayyad adalah meminjamkan suatu barang yang 
dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan 
pada keduanya maupun salah satunya. Hukumnya, peminjam 
harus sedapat mungkin untuk menjaga batasan tersebut, serta 
melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. 
Sebagaimana dijelaskan dalam hadis: 
ِو َأِبْ ُىَريْ رََة َرِضَيا الّلُو َعْنُو , َعِن النَِّبِّ َصلَّى اهلُل َعَليْ 
َوَسلََّم قَاَل: َمْن َاَخَذ اَْمَواَل النَّا ِس يُِر ْيُداََداَءَىا اَدَّى اهللَ 
 61َعْنُو َوَمْن َاَخَذ يُِر ْيُد اِْتاَل فَ َها اَتْ َلَفُو اهلل. )رواه البخاي(
Artinya : “Abdul Aziz bin Abdillah Al-Uwais: meriwayatkan 
kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Sauri bin Zaid, 
dari Abi Ghois, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi 
SAW beliau bersabda “Barang siapa yang 
mengambil harta seseorang dengan maksud 
membayarnya, Allah akan membayarkannya dan 
barang siapa mengambil dan bermaksud 
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melenyapkannya maka Allah akan 
melenyapkannya” (HR. Bukhari no. 2387). 
 
Hal ini karena asal dari batas adalah menaati batasan, 
kecuali ada kesulitan yang menyebabkan peminjam tidak dapat 
mengambil manfaat barang. Dengan demikian, dibolehkan 




(1) Batasan Penggunaan ariyah oleh diripeminjam 
Jika mu‟ir membatasi hak penggunaan manfaat itu untuk 
dirinya sendiri dan masyarakat memandang adanya 
perbedaan tentang penggunaan dalam hal lainnya, seperti 
mengendarai binatang atau memakai pakaian. 
(2) Pembatasan waktu atau tempat 
Apabila ariyah dibatasi waktu dan tempat, kemudian 
peminjam melewati tempat atau menambah waktunya, siapa 
bertanggung jawab atas penambahan tersebut. Dalam hal 
waktu peminjaman, jika pihak peminjam sudah mampu 
untuk mengembalikannya, maka diutamakan untuk segera 
mengembalikannya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis: 
َر ُكْم َأْحَسُنُكْم َقَضاءً   63ِانَّ َخي ْ
 
Artinya:  “Orang yang terbaik diantara kamu adalah orang 
yang baik dalam pembayaran utangnya”. 
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(3) Pembatasan ukuran berat dan jenis 
Jika yang disyaratkan adalah berat barang atau jenis 
kemudian ada kelebihan dalam bobot tersebut, ia harus 
menanggung sesuai dengan kelebihannya. 
Apabila ada perbedaan pendapat antara mu‟ir (orang 
yang meminjamkan barang) dengan musta‟ir (peminjam) 
tentang lamanya waktu meminjam, berat barang yang 
dibawa barang pinjaman, atau tempat meminjam, pendapat 
yang harus dimenangkan atau diterima adalah pendapat 
mu‟ir (yang meminjamkan barang). Karena dialah yang 
pemberi izin untuk mengambil manfaat barang pinjaman 
tersebut sesuai dengan keinginannya. 
3) Sifat Ariyah 
Ulama Hanafiyah, Syafi‟iyah, dan Hanabilah berpendapat 
bahwa hak kepemilikan peminjaman atas barang adalah hak tidak 
lazim sebab merupakan kepemilikan yang tidak ada penggantinya. 
Pada hibah, misalnya bisa saja mu‟ir (orang yang meminjamkan) 
mengambil barang yang dipinjamkan kapan saja, sebagaimana 
peminjam dapat mengembalikannya kapan saja, baik pinjam 
meminjam itu bersifat mutlak atau dibatasi waktu, kecuali ada 
sebab-sebab tertentu, yang akan menimbulkan kemadaratan saat 





Seperti kalau dikembalikan kepada waktu yang telah 
ditentukan barang akan rusak atau seperti orang-orang yang 
meminjam tanah atau mengubur mayat yang dihormati, maka mu‟ir 
tidak boleh meminta tanah tersebut kembali dan tidak boleh 
mengembalikannya sebelum jenazah berubah menjadi tanah.
64
 
Menurut pendapat yang paling masyur dari ulama Malikiyah, 
mu‟ir tidak dapat meminta barang yang dipinjamkannya sebelum 
peminjam dapat mengambil manfaatnya. Jika ariyah ditempokan 
pada suatu waktu,mu‟ir yang paling unggul menurut Ad-Dardir, 
dalam kitab syarah Al-Kabir, adalah mu‟ir dapat meminta barang 
yang dipinjamkanya secara mutlak kapanpun ia menghendakinya. 
Berdasarkan pendapat di atas, jelaslah bahwa ulama Malikiyah 
membolehkan untuk mengembalikan pinjaman kalau akadnya 
bersifat umum. Ada pun jika akad dibatasi oleh syarat, waktu, atau 
adat, mereka melarangnya. 
e. Ihwal Ariyah 
Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa barang pinjaman itu 
merupakan amanat bagi peminjam, baik dipakai maupun tidak. Dengan 
demikian, dia tidak menanggung barang tersebut jika terjadi kerusakan, 
seperti juga dalam sewa menyewa atau barang titipan, kecuali bila 
kerusakan tersebut disengaja atau disebabkan kelalaian. Hal ini karena 
tanggungan tidak dibebankan kepada mereka yang bukan pelaku. 
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Selainitu, peminjam pun dikategorikan sebagai orang yang menjaga 
milik orang, hal itu termasuk kebaikan bagi pemilik.
65
 
1) Mu‟ir mensyaratkan peminjam harus bertanggungjawab 
Ulama Hanafiyah berpendapat, jika mu‟ir memberikan 
syarat adanya tanggungan kepada peminjam, syarat tersebut batal. 
Begitu juga pada penitipan. Hal itu mensyaratkan tidak adanya 
tanggung jawab pada sewa-menyewa sebab persyaratan tersebut 
mengubah inti akad. 
Menurut ulama Malikiyah, jika mu‟ir mensyaratkan 
peminjam untuk bertanggung-jawab pada sesuatu yang bukan pada 
tempatnya, peminjam tidak menanggungnya. Hanya saja ia harus 
memberikan bayaran atas pemakaian barang yang dipinjamnya 
sesuai dengan nilainya. Akad pun berubah menjadi sewa-menyewa 
fasid (rusak), jika mu‟ir tidak rela meminjamkannya, kecuali 
peminjam bersedia untuk menanggungnya. 
Ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah berpendapat, jika 
peminjam mensyaratkan ariyah sebagai amanat bukan tanggungan, 
tanggungan tidak gugur dan syarat batal, sebab setiap akad 
mengharuskan adanya tanggungan tidak dapat dapat diubah dengan 
syarat, seperti penyerahan atau pemahaman barang pada jualbeli, 
baik jual-beli sahih maupun fasid. 
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2) Ariyah berubah dari amanah kepada tanggungan 
Menurut ulama Hanafiyah, penyebab perubahan ariyah dari 
amanah kepada tanggungan karena diantara keduanya ada beberapa 
persamaan, seperti penyebab perubahan tersebut pada penitipan 
barang, yaitu dengan sebab-sebab sebagai berikut:
66
 
a) Menghilangkan barang. 
b) Tidak menjaganya ketika menggunakan barang. 
c) Menggunakan barang pinjaman yang tidak sesuai dengan 
pesryaratan atau kebiasaan yang berlaku. 
d) Menyalahi tata cara penjagaan yang seharusnya. 
3) Biaya pengembalian barang 
Biaya pengembalian barang pinjaman itu ditanggung oleh 
peminjam sebab pengembalian barang merupakan kewajiban 
peminjam yang telah mengambil manfaatnya. 
f. Konsekuensi Hukum Akad Ariyah 
1) Bagi Peminjam  
Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain 
berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang (mu‟ir), 
setiap utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak 
membayar utang, bahkan melalaikan membayar utang juga termasuk 
aniaya, dan hal tersebut termasuk dalam salah satu perbuatan dosa.
67
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Apabila meminjam barang dari orang lain, maka boleh untuk  
mengambil manfaat barang pinjaman tersebut sesuai kesepakatan 
agar pinjam-meminjam dapat bermanfaat dan membawa kebaikan 
bagi kedua belah pihak maka peminjam berkewajiban:
68
 
a) Menjaga barang pinjaman dengan baik 
b) Memanfaatkan barang sesuai dengan perjanjian tanpa 
merusaknya 
c) Tidak meminjamkan barang pinjaman pada oranglain, kecuali 
mendapat izin dari pemilik barang. 
d) Mengembalikan barang yang dipinjam kepadapihak yang 
meminjamkan sesuai dengan yang diperjanjikan.
69
 Barang yang 
dikembalikan sebaiknya masih terjaga dan utuh sesuai 
denganketika barang itu dipinjam. Pihak peminjam 
berkewajiban untuk menepati janji yang telah disepakati dan 




َََون ِد ُۡ َِٱةَِػ ََّْللذ َحٌَُقُضِا ََوََل دتُّۡه َُ َٰ ََع يَۡمَٰيََٱإِذَا
َ
ََووَۡدََبػََۡۡۡل ا ََ كِيِد ِۡ َدحَ
ََٱَجَػۡنُخىَُ ََّللذ ََٱَغنَۡيُكۡهََكفِيًٗلَۚإِنذ  ٩١َيۡػنَُهََواََتۡفَػنَُِنََّللذ
 
Artinya:“Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu 
berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-
sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang 
kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu 
(terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah 
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2) Bagi Pemberi Pinjaman 
Bagi pemberi pinjaman, hendaknya pinjaman tersebut diberikan 
atas dasar adanya keinginan untuk tolong menolong. Sebagaimana 
yang dijelaskan dalam ayat berikut: 
َُكٌخُۡهََِإَون َمذُكۡىإِن ََْخۡيٞ وُِا نَحََبدذ
َ
ةٖ ََون ََويَۡۡسَ َإََِلَٰ ٌَِظَرةٌ ََف ةٖ َذُوَُغۡۡسَ ََكَن
٢٨٠َََتۡػنَُىَِنَ
 
Artinya: “Dan mereka berkata: "Kami sekali-kali tidak akan disentuh 
oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja." 
Katakanlah: "Sudahkah kamu menerima janji dari Allah 
sehingga Allah tidak akan memungkiri janji-Nya, 
ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa 




3) Tatakrama Berhutang 




a) Jika utang piutang dilakukan untuk waktu yang lama hendaknya 
dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan 
dua orang saksi laki-laki atau dengan satu orang laki-laki dengan 
dua orang saksi wanita 
b) Dilakukan atas dasar kebutuhan yang mendesak 
c) Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan potongan 
kepada pihak berutang, 
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d) Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar hendaknya 
disegerakan.  
B. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan Pustaka adalah ulasan menenai penelitian-penelitian terdahulu 
yang ada kemiripan objek atau permasalahan, yang sangat boleh jadi ada 
kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian tersebut dapat 
berupa laporan penelitian, jurnal, skripsi, tesis atau disertasi.
73
 
1. Penelitian Imel Febriyanti (2017) berjudul  Al-Ariyah Menurut Hukum 
Ekonomi Syariah(Studi Kasus Pada Petani Singkong Di Desa Labuhan Ratu 
IX,Labuhan Ratu, Lampung Timur) Institut Agama Islam Negeri (Iain) 
Metro. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa al-ariyah yang 
terjadi di desa Labuhan Ratu IX merupakan bentuk pemberian pinjaman 
yangbukan didasarkan pada adanya keinginan untuk saling tolong 
menolong, halini karena tujuan tengkulak memberikan pinjaman pupuk 
adalah untukmemudahkan tengkulak dalam mendapatkan barang dagangan 
tanpa memikirkan apakah pihak petani dirugikan atau tidak dalam praktik 
tersebut, sehingga hal tersebut kurang sesuai dengan prinsip tauhid, halal 
dan Ibahah sebagaimana tertera dalam Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.
74
 
2. Penelitian Mailiah (2017) berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang 
Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang (Studi Pada Dusun Mincang 
Sawo Kelurahan Negeri AgungKecamatan Talang Padang Kabupaten 
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20:05) 
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Imel Febriyanti, ,Al-Ariyah Menurut Hukum Ekonomi Syariah(Studi Kasus Pada Petani 
Singkong Di Desa Labuhan Ratu IX,Labuhan Ratu, Lampung Timur), Institut Agama Islam 





Tanggamus), Fakultas SyariahInstitut Agama Islam Negeri Raden Intan 
Lampung. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan deskritif 
analitis menunjukkan bahwa praktik barang pinjaman yang dijadikan 
jaminan pada masyarakat Dusun Mincang Sawo dibenarkan menurut syara‟ 
karena sudah memenuhi syarat yaitu, menurut Hanafi dan Syafi‟i barang 
pinjaman hanya dapat dijadikan jaminan seiring/ seizin pemilik barang dan 
termuat dalam KHES pasal 385 ayat 2. Berdasarkan Tinjauan Hukum 
Islam mengenai praktik barang pinjaman yang dijadikan jaminan hutang 
memang sudah dilakukan sesuai dengan syara‟ hanya saja dalam 
pelaksanaan perjanjiannya ada beberapa pihak yang tidak menunaikan 
kewajibannya, baik terhadap hutangnya maupun barang pinjamannya.
75
 
3. Penelitian Sarina (2018) berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek 
Pinjam Meminjam Di Kelurahan Tadakkong Kabupaten Pinrang, Program 
Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. Dengan hasil 
penelitian bahwa praktek pinjam meminjam yang dilakukan oleh 
masyarakat tersebut termasuk dalam kategor riba karena dalam pembayaran 
itu ada tambahan yang dilakukan di dalamnya. Sedangkan dalam hukum 
Islam bahwasannya tambahan yang ada dalam pembayaran apalagi ketika 
hal tersebut dipersyaratkan maka hal tersebut dilarang dan haram. Dan 
dalam pelaksanaan praktek pinjam-meminjam yang dilakukan oleh 
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masyarakat tersebut dilakukan dengan beberapa cara yang telah menjadi 
rutinitas saat ini. Seperti tidak menulis perjanjian pinjam-meminjam karena 
didasarkan pada kekeluargaan dan kepercayaan.
76
 
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tinjauan 
hukum Islam tentang tuntutan kerusakan barang yang dipinjam tanpa akad 
di Rumah Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame, Bandar 
Lampung yang berfokus pada pergantian barang baru akibat kerusakan 
barang yang dipinjam namun tidak disebabkan kesalahan oleh kedua belah 
pihak melainkan karena arus listrik dan umur objek pinjam-meminjam yang 
sudah tua. 
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